
 

 

 

 

 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 58 TAHUN 2024 

TENTANG  

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN 

HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa penyampaian laporan harta kekayaan 

penyelenggara negara merupakan salah satu upaya 

untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan kekayaan oleh pejabat negara serta 

dalam rangka mewujudkan komitmen penyelenggara 

negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme; 

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil reviu 

manajemen aparatur sipil negara, perlu dilakukan 

perluasan cakupan penyelenggara negara yang wajib 

menyampaikan laporan harta kekayaan negara; 

c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyampaian 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta perlu diubah; 
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d. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan 

administrasi kepegawaian, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 827); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5339); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa 

Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2018 Nomor 48); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG 

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN 

PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

48 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 

2018 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 48) diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN. 

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. Gubernur; 

b. Wakil Gubernur; 

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 

d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; 

e. Pejabat Administrator; 

f. Pejabat Pengawas;       

g. Pejabat Fungsional Auditor; 

h. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara 

Urusan Pemerintahan Daerah; 

i. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa; dan 
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j. Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana yang 

memiliki tugas dan fungsi mendampingi kegiatan 

dan mengatur jadwal Gubernur dan/atau Wakil 

Gubernur. 

(3) Nama Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana yang 

memiliki tugas dan fungsi mendampingi kegiatan dan 

mengatur jadwal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro yang 

membidangi pelayanan terhadap Gubernur dan Wakil 

Gubernur. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

   Ditetapkan di Yogyakarta 

  pada tanggal 27 September 2024 

 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

HAMENGKU BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 27 September 2024 

 

SEKRETARIS  DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

BENY SUHARSONO 

 

 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 58 
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